WALIKOTA TOMOHON
PROVINSBULAWESIUTARA

PERATURAN WALIKOI'A TOMOHON
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN MASA SEBELUM HAMIL MASA HAMIL PERSALINAN DAN
MASA SESUDAH MELAHIRKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAAN
KONTRASRPSI SERTA PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL

Menimbang

Menglngat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA TOMOHON
bahwa Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan
keluarga, karena tingkat derajat kesejahteraan
masyarakat dapat diukur dari angka kematian bayi,
angka kematian ibu;

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan
Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita perlu
dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanaan
kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu
melalui program-program pembangunan kesehatan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tomohon tentang Pelayanan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa
Sesudah  Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual

Pasal 18 Ayat (6) IlJndang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4431),

Undang-Undang Nomor36 Tahun 2014 tentang Tenaga'



Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan =~ Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291),
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 825)1



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5559),

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG
PELAYANAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL
PERSALINAN DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAAN KONTRASEPSI
SERTA PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL

BAB |
KETENTUANMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

. Daerah adalah KotaTomohon.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom
Walikota adalah Walikota Tomohon.

4.  Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan
masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa
sesudah melahirkan.

5. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah
setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang

ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga'l



saat sebelum  hamil dalam rangka  menyiapkan
perempuan menjadi hamil sehat.

6. Pelayanan  Kesehatan @ Masa Hamil adalah  setiap
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan  sejak terjadinya masa konsepsi hingga
melahirkan.

7. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang
selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan
dan/ atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada
ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam
sesudah melahirkan

8. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah
setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan
pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya
sampai berusia 2 (dua) tahun.

9. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan
dan/atau  serangkaian kegiatan yang ditujukan pada
kesehatan seksualitas.

10.  Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan
penelusuran sebab kematian atau kesakitan  ibu,
perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau

kematian serupa di masa yang akan datang

Pasal 2
Pengaturan  Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil,
Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan  Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan
Kesehatan Seksual bertujuan untuk:
a. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan
generasi yang sehat dan berkualitas;
b. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu
dan bayi baru lahir;
c. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan

hak-hak reproduksi; danl



d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas
pelayanan  kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang
bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai  dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3
Pemerintah  kota menjamin ketersediaan sumber daya
kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan  Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan

Kesehatan Seksual

Pasal 4

(I) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah  Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta
Pelayanan Kesehatan Seksual diselenggarakan dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang dilaksanakan  secara menyeluruh terpadu dan
berkesinambungan.

(2) Pelayanan  Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah  Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta
Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai standar.

BAB 1I
PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA
HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 4
(I) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan

untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani I{



)

(1)

(2)

€)

(4)

kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta
memperoleh bayi yang sehat.

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. remaja,

b. calon pengantin; dan/atau

c. pasangan usia subur.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. pemeriksaan fisik;

b. pemeriksaan penunjang;

c. pemberian imunisasi;

d. suplementasi gizi;

e. konsultasi kesehatan; dan

f pelayanan kesehatan lainnya.

Bagnn Kedua

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

Pasal 5
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk
memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan
kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani
kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan
melahirkan bayiyang sehat dan berkualitas.
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya
masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses
persalinan
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui
pelayanan antenatal terpadu.
Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan
komprehensifdan berkualitas yang dilakukan melalui:

a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatanjt



termasuk stimulasi  dan  gizi agar kehamilan
berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan
cerdas;

b. deteksi dini masalah, penyakit dan
penyulit/komplikasi kehamilan;

c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman;

d perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk
melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;

e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan
tepat waktu bila diperlukan; dan

f. melibatkan ibu hamil, suami, dan keluar~anya dalam
menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan
persalinan dan kesiagaan bila terjadi

penyulit/komplikasi.

Pasal 6

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-
kurangnya 4 (empat)kali selama masa kehamilan yang
dilakukan:
a. 1 (Satu)kali pada trimester pertama,
b. 1 (Satu) kali pada trimester kedua; dan
c. 2 (Dua)kali pada trimester ketiga

(2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang memilikikompetensi dan kewenangan.

(3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai
standar dan dicatat dalam buku KIA.

(4) Ketentuan mengenai buku KIA dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persalinan

Pasal 7

(1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan Il



kesehatan
(2) Persalinan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima)
aspek dasar meliputi:
a. membuat keputusan klinik;
b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
c. pencegahan infeksi;
d pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
e. ryjukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru.
(3) Persalinan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2
dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan

Normal (APN).

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan

Pasal 8

(1) Pelayanan Kesehatan Masa  Sesudah Melahirkan
meliputi:

a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan

b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

(2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali selama
masa nifas.

(3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan  waktu
pemeriksaan meliputi:

a. | (Satu) kali pada periode 6 (enam) Jam sampai
dengan 3 (tiga) hari pascapersalinan;

b. I (Satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai
dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan;
dan

c. | (Satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan)
hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari
pascapersalinan.

(4) Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu  sebagaimana'f



()

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemeriksaan  tekanan darah, nadi, respirasi dan
suhu;

b. pemeriksaan tinggi fundus uterti;

c. pemeriksaan lokhia dan perdarahan;

d pemeriksaan jalan lahir;

e. pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI
Eksklusif;

f pemberian kapsul vitamin A,

g pelayanan kontrasepsi pascapersalinan;

h. konseling; dan

1. penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas.

Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundangan-undangan,

Pasal 9

Pelayanan kontrasepsi pascapersalinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g bertujuan
untuk menjaga jarak kehamilan berikutnya atau
membatasi jumlah anak yang dilaksanakan dalam
masa nifas

Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan metode
kontrasepsi sesuai pilihan pasangan suami istri, sesuai
indikasi, dan tidak mempengaruhi produksi Air Susu
Ibu.

BAB III
PENYELENGGARARBLAYANARNONTRASEPSI

Pasal 10

(1) Penyelenggaan Pelayanan Kontrasepsi dilakukan dengan

(2)

cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi
agama, norma budaya, etika, serta segikesehatan.

Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada,t



)

(1)

ayat (1) meliputi:

a. pergerakan pelayanan kontrasepsi,;

b. pemberian atau pemasangan kontrasepsi;dan

c. penanganan terhadap efek samping, komplikasi, dan

kegagalan kontrasepsi.

Pasal 11

Pergerakan  pelayanan  kontrasepsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan
sebelum pelayanan sampai pasangan usia subur siap
untuk memilih metode kontrasepsi.

Pergerakan  pelayanan  kontrasepsi  sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1) dilakukan secara
berkesinambungan oleh tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.,

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan Seksual diberikan agar setiap
perempuan menjalani  kehidupan seksual dengan
pasangan yang sah yang memungkinkan pasangan dapat
menikmati hubungan seksual secara sehat, aman, tanpa
paksaan dan diskriminasi, terbebas dari kekerasan, rasa
takut, malu dan rasa bersalah.
Kesehatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kehidupan seksual yang:
a. terbebas dari infeksi menular seksual;
b. terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi

seksual;
c. terbebas dari kekerasan fisikdan mental;
d. mampu mengatur kehamilan; dan

e. sesuai dengan etika dan moralitas.(



Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan Seksual dilakukan pada fasilitas
pelayanan  kesehatan  tingkat pertama dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

(2)Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan pelayanan
kesehatan atau program promosi kesehatan lainnya,

(3) Pelayanan  Kesehatan Seksual yang terintegrasi pada
pelayanan  kesehatan lainnya sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) diutamakan pada:

a. pelayanan kesehatan peduli remaja;

b. pelayanan kesehatan  reproduksi dan pelayanan
kontrasepsi;

c. pelayanan antenatal; dan

d. pelayanan kesehatan pada infeksi menular seksual

(4) Pelayanan Kesehatan Seksual yang terintegrasi pada
program  promosi  kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) antara lain pada iklan layanan
masyarakat, promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa
muda, dan program promosi kesehatan lainnya.

(5) Dalam hal Pelayanan Kesehatan Seksual terintegrasi
dengan promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa
muda sebagaimana dimaksud pada ayat (4),diharapkan
remaja dan dewasa muda mengerti tentang keadaan
seksualnya sehingga dapat melindun~ dirinya dari
kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak
aman, IMS termasuk HIV dan AIDSdan kemungkinan
menderita kemandulan melalui perilaku seksual yang

bertanggungjawab, termasuk abstinen secara sukarela

BABV
DUKUNGAN MANAJEMEN

Pasal 14
(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu harusDf,



melakukan Pencatatan dan Pelaporan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.
(2) Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan ibu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan
ibu;
b. pencatatan dan pelaporan kesakitan ibu; dan
c. Pencatatan dan pelaporan kematian ibu (surveilans
kematian ibu).
(3) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara

berjenjang.

BAB VI
SU~ER DAYA KESEI=IATAN
Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan
Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil,
persalinan, dan masa sesudah melahirkan,
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan

kesehatan seksual sesuai dengan standar.

Pasal 16

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib
mampu  melakukan  upaya promotif, preventif,
stabilisasi kasus dan merujuk kasus yang memerlukan
rujukan

(2) Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi stabil dan
tepat waktu.

(3) Rujukan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Merujuk kasus ran~ memerlukan rujukan seba~aimanart



(1)

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
Puskesmas PONED dan/ atau langsung ke fasilitas

pelayanan tingkat lanjutan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 17
Sumber daya manusia dalam pelayanan Kesehatan
masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan
masa sesudah melahirkan, dan penyelenggaraan
pelayanan kontrasepsi, meliputi tena~a kesehatan dan
tenaga nonkesehatan,
Sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan
seksual harus tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) merupakan tenaga yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal suatu daerah tidak terdapat tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan
lain yang terlatih dapat menerima penugasan.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat
setelah memperoleh pertimbangan dari organisasi

profesi terkait.

BAB VIII
PENDANMN

Pasal 18
Pendanaan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil,
masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan,
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan

kesehatan seksual berasal dari Pemerintah Daerah, (,



masyarakat, swasta dan sumber lain yang tidak
mengikat.

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkewajiban mengalokasikan pendanaan pelayanan
kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil,
persalinan, dan masa sesudah melahirkan,
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan
kesehatan seksual melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(3) Pendanaan yang bersumber dari masyarakat serta
swasta dan sumber lain sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai  dengan  keten tuan

peraturan perundang-undangan.

B~IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) PD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan program pelayanan kesehatan masa
sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa
sesudah  melahirkan, penyelen~araan pelayanan
kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual.

(2) Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud pada ayat
(I) berupa standarisasi, bimbingan teknis, serta
monitoring dan evaluasi.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua)kali dalam

setahun.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. I,



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pera turan Walikota mi dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kata Tomohon. 1l

Ditetapkan di Tomohon
Paraf Koordinasi pada tanggal 2 Juli 2019

Wakil Walikota Tomohon

Sekretaris Daerah

Asisten Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Kata JIMMY |EIDIE EMAN

B abagHukum

Kepala Dinas  Kesehatan
Daerah

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Juli 2019
H

SEKRETARIS DAETA
TOMOHON

KOTA

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHON 2019 NOMOR 4]



